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ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial
dan simultan moral pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di
Kota Batam. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal serta metode penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh UMKM di Kota Batam yang jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Teknik dalam
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengambilan sampel dengan
metode nonprobability sampling dengan teknik accidental sampling. Untuk memperkecil jumlah
populasi yang ada maka peneliti menggunakan rumus zikmund. Adapun jumlah sampel penelitian
yang diambil dalam penelitian ini dibulatkan dari 96 menjadi 100 responden. Dengan penyebaran
kuisioner berfokus yaitu UMKM di Kota Batam. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa moral
pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.
Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Batam. Moral pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. Nilai adjusted R square 0,629
dapat disebut koefisien determinasi, hal ini berarti 0,629 (62,9%) keputusan pengambilan kredit
dapat diperoleh dan di jelaskan oleh financial literacy dan income sedangkan sisanya 37,1% (100% -
62,9% = 37,1%) dijelaskan oleh variabel diluar model yang tidak diteliti.
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ABSTRACT: This study aims to determine and analyze the partial and simultaneous effects of tax
morale and understanding of taxation on compliance of MSME taxpayers in Batam City. This type
of research uses causal associative research and the research method used in this research is
quantitative method. The population in this study were all MSMEs in Batam City, the number of
which could not be known with certainty. The sampling technique in this study was to use a
sampling technique with a nonprobability sampling method with accidental sampling technique. To
minimize the existing population, the researcher used the Zikmund formula. The number of research
samples taken in this study was rounded up from 96 to 100 respondents. By distributing
questionnaires focusing on MSMEs in Batam City. The results of the study explain that tax morals
partially have a significant effect on the compliance of MSME taxpayers in Batam City.
Understanding of taxation partially has a significant effect on MSME taxpayer compliance in Batam
City. Tax morale and understanding of taxation simultaneously have a significant effect on MSME
taxpayer compliance in Batam City. The adjusted R square value of 0.629 can be called the
coefficient of determination, this means that 0.629 (62.9%) of credit decision making can be
obtained and explained by financial literacy and income while the remaining 37.1% (100% - 62.9%
= 37.1%) is explained by variables outside the model that are not studied.

Keywords: Tax morale, understanding of taxation, taxpayer obligations, MSMEs

A. PENDAHULUAN
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peranan penting dalam

perekonomian Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor UMKM
berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih
dari 90% tenaga kerja di seluruh Indonesia. UMKM juga menjadi pilar dalam menciptakan lapangan
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pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi motor penggerak perekonomian
daerah. Namun, meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara sangat besar, tantangan
dalam pemenuhan kewajiban pajak masih menjadi permasalahan utama. Banyak UMKM yang belum
sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, yang dapat disebabkan oleh ketidaktahuan,
kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta moral pajak yang rendah.

Kota Batam, sebagai salah satu kawasan industri dan perdagangan yang berkembang pesat di
Indonesia, juga memiliki banyak UMKM yang turut berperan dalam perekonomian lokal. Batam
merupakan kota dengan potensi ekonomi yang sangat besar, dengan sektor industri, perdagangan, dan
jasa yang mendominasi. UMKM di Batam terlibat dalam berbagai sektor seperti perdagangan,
manufaktur, jasa, dan pariwisata. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, masih ada masalah
terkait kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM. Seiring dengan perkembangan ekonomi,
muncul kesenjangan dalam pemahaman perpajakan dan moral pajak di kalangan pelaku UMKM.
Banyak pelaku usaha yang tidak sepenuhnya sadar akan pentingnya kewajiban perpajakan, yang
berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak UMKM di Batam dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya moral pajak dan kurangnya
pemahaman tentang peraturan perpajakan. Sebagian besar pelaku UMKM mungkin belum memahami
pentingnya pajak dalam pembangunan negara atau mungkin merasa bahwa kontribusi mereka tidak
sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang kewajiban
perpajakan, seperti cara perhitungan pajak, jenis pajak yang dikenakan, dan cara pelaporannya,
membuat mereka enggan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Fenomena ini menciptakan tantangan
besar bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, yang pada
gilirannya berpengaruh pada penerimaan negara.

Kepatuhan pajak adalah salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan yang baik dan
berfungsi (Abdu & Adem, 2023; e Hassan et al., 201). Kepatuhan pajak di kalangan UMKM
mencakup keteraturan dalam membayar pajak tepat waktu, pengisian dan pelaporan SPT (Surat
Pemberitahuan) secara benar, serta pemahaman terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. UMKM
sering kali menghadapi kendala dalam hal administrasi pajak yang rumit, ketidakjelasan informasi
perpajakan, serta kurangnya akses ke layanan perpajakan yang memadai. Oleh karena itu, penting
untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti moral pajak, pemahaman
perpajakan, dan faktor eksternal lainnya seperti lingkungan usaha dan dukungan dari pemerintah
daerah.

Di Kota Batam, fenomena kepatuhan pajak di kalangan UMKM menunjukkan adanya
perbedaan tingkat kepatuhan antara sektor-sektor tertentu. Beberapa UMKM di Batam sudah mulai
memahami pentingnya pajak dan secara aktif memenuhi kewajibannya. Namun, banyak juga pelaku
UMKM yang masih enggan membayar pajak atau cenderung menghindari kewajiban tersebut. Salah
satu alasan utama adalah ketidaktahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu,
adanya pandangan negatif terhadap pajak, seperti anggapan bahwa pajak hanya membebani usaha,
juga menjadi salah satu faktor yang menghambat kepatuhan pajak.

Moral pajak merujuk pada sikap atau pandangan seseorang terhadap kewajiban membayar
pajak (Lima et al., 2024; Puklavec et al., 2025). Tingkat moral pajak yang rendah dapat menyebabkan
seseorang atau pelaku usaha merasa tidak perlu untuk membayar pajak atau mencari celah untuk
menghindarinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral pajak antara lain rasa keadilan terhadap
sistem perpajakan, keteladanan dari pihak berwenang, serta adanya pengawasan dan penegakan
hukum yang tegas. Jika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau bahwa
pengelolaan pajak tidak transparan, maka moral pajak mereka akan rendah, yang berujung pada
rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

Fenomena moral pajak di Batam terbilang kompleks, karena adanya perbedaan pandangan
terhadap pajak di kalangan masyarakat. Beberapa pelaku UMKM merasa bahwa pajak adalah
kewajiban yang perlu dipenuhi demi kesejahteraan negara, sementara yang lainnya mungkin merasa
bahwa pajak hanya menjadi beban tanpa ada manfaat yang jelas. Isu keadilan perpajakan juga sering
muncul, di mana sebagian besar pelaku UMKM merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pelayanan
yang setimpal dengan pajak yang mereka bayarkan. Hal ini dapat mempengaruhi moral pajak mereka
dan menyebabkan mereka kurang patuh terhadap kewajiban perpajakan
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Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi tingkat kepatuhan
pajak di kalangan UMKM (Lestary et al., 2024; Hall et al., 2024). Pemahaman yang baik tentang jenis
pajak yang berlaku, cara perhitungannya, kewajiban pelaporan, serta sanksi atas ketidakpatuhan dapat
mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Namun, banyak UMKM yang kurang memahami hal-hal
tersebut, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban perpajakan atau bahkan melakukan
pelaporan yang salah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman perpajakan melalui
edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Dewi et al., 2021;
Richards-Melamdir, 2024).

Pada Kota Batam, permasalahan pemahaman perpajakan juga cukup signifikan. Meskipun
Batam merupakan kota dengan tingkat perkembangan ekonomi yang pesat, masih banyak pelaku
UMKM yang tidak memahami sepenuhnya tentang kewajiban perpajakan mereka. Beberapa UMKM
merasa kesulitan dalam mengakses informasi perpajakan yang jelas dan mudah dipahami, sementara
yang lain merasa bahwa proses administrasi perpajakan terlalu rumit. Selain itu, ketidakjelasan
mengenai jenis pajak yang dikenakan terhadap UMKM juga menjadi masalah yang harus segera
ditangani.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM
di Kota Batam masih terhambat oleh faktor moral pajak yang rendah dan kurangnya pemahaman
perpajakan. Meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, tantangan dalam
meningkatkan kepatuhan pajak tetap menjadi masalah yang harus diperhatikan. Untuk meningkatkan
kepatuhan pajak, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, mulai dari peningkatan moral pajak
hingga edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif. Hal ini akan membantu menciptakan
sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta mendukung perkembangan UMKM
yang lebih optimal di Kota Batam.
B. Tinjauan Pustaka
1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak merujuk pada tanggung jawab hukum setiap individu atau entitas
yang terdaftar untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap orang yang
memiliki penghasilan atau aset yang memenuhi syarat harus memenuhi kewajiban ini sebagai bentuk
kontribusi terhadap pembangunan negara (Adelekan et al., 2024; Saputri & Nugraha, 2024). Pajak ini
digunakan untuk mendanai berbagai sektor publik, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan
lain-lain. Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban yang diatur oleh undang-undang, di mana setiap
individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif yang ditentukan oleh
hukum wajib membayar pajak (Al-shanableh et al., 2024; Nembe et al., 2024). Pembayaran pajak ini
tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau badan hukum tersebut, tetapi juga untuk kepentingan
umum, yaitu dalam rangka mendukung kelangsungan operasional pemerintahan. Kepatuhan Wajib
Pajak adalah kontribusi ekonomi yang harus dilakukan oleh setiap individu atau perusahaan yang
memiliki penghasilan, kekayaan, atau kegiatan usaha (Abdu & Adem, 2023; Dularif & Rustiarini,
2024). Pajak yang dibayar akan digunakan untuk mendanai kebijakan fiskal negara yang bertujuan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang
(Batrancea et al., 2022; Adhikara et al., 2022).

2.Moral Pajak (X1)
Moral pajak merujuk pada sikap dan pandangan masyarakat terhadap kewajiban untuk

membayar pajak yang tidak hanya didorong oleh aspek legal atau hukum, tetapi juga oleh aspek etika
dan rasa tanggung jawab sosial (Alexander & Balavac-Orlic, 2022; Andriani et al., 2022). Hal ini
berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok dalam suatu negara menyadari pentingnya
kontribusi mereka melalui pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Moral pajak
mencakup aspek pengakuan bahwa pajak adalah kewajiban moral yang harus dilaksanakan oleh setiap
warga negara sebagai bagian dari partisipasi aktif dalam pembangunan negara (Ciziceno & Pizzuto,
2022; McCulloch et al., 2021). Dalam konteks ini, pajak bukan sekadar kewajiban yang dipaksakan
oleh negara, tetapi sebagai bentuk kontribusi yang dilandasi oleh kesadaran sosial untuk memajukan
kesejahteraan bersama. Moral pajak berkaitan dengan perasaan keadilan, dimana warga negara merasa
bahwa pembayaran pajak mereka digunakan dengan bijaksana oleh pemerintah untuk kepentingan
umum (Owusu et al., 2022; Prichard, 2022). Ini berarti bahwa mereka yang membayar pajak merasa
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bahwa mereka memberikan kontribusi terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-
sektor penting lainnya yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, apabila ada
ketidakadilan dalam pengelolaan pajak atau penyalahgunaan dana pajak, moral pajak bisa terpengaruh
negatif, dan hal ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi masyarakat dalam kewajiban pajak
mereka (Fonseca Corona, 2024; Castañeda, 2024; Cascavilla et al., 2024).

3. Pemahamaman Perpajakan (X2)
Pemahaman perpajakan merujuk pada pemahaman yang mendalam mengenai berbagai

peraturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur sistem pajak di suatu negara (Craig & Slemrod,
2024). Ini melibatkan pemahaman tentang siapa yang dikenakan pajak, jenis pajak apa saja yang
diterapkan, serta bagaimana pajak dihitung dan dibayar (Islamey & Muslimin, 2024). Pemahaman ini
penting agar individu atau badan hukum dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar
dan menghindari masalah hukum yang mungkin timbul akibat kelalaian dalam pelaporan atau
pembayaran pajak (Stantcheva, 2021; Dewi et al., 2021). Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan
tentang kewajiban pajak yang harus mereka penuhi, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (De Clercq, 2023; Fuadi et al., 2023; Hall
et al., 2024). Pemahaman yang baik tentang bagaimana menghitung pajak yang harus dibayar dan
memahami kewajiban serta hak mereka dalam sistem perpajakan akan membantu mereka mengelola
keuangan secara lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Richards-Melamdir, 2024;
Lestary et al., 2021). Pemahaman perpajakan berarti memahami berbagai pajak yang dikenakan pada
perusahaan atau badan hukum, seperti PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak
Penghasilan atas Gaji Karyawan. Pemahaman ini juga mencakup cara mengelola kewajiban pajak
perusahaan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengoptimalkan pengelolaan pajak untuk
efisiensi finansial perusahaan (Mugarura et al., 2021; Nurhayati & Witono, 2022).

4. Kerangka Konseptual
Kerangka teori djelaskan sebagai landasan konseptual untuk menjawab masalah penelitian,

penyusunan kerangka tidak dapat dilepaskan dari upaya tinjauan litreratur atas hasil penelitian
sebelumnya (Situmorang, 2024).

a. Hubungan Moral Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak UMKM
Hubungan Moral Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak UMKM merujuk pada peran etika

dan tanggung jawab sosial dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pelaku usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM). Secara moral, pajak dianggap sebagai kontribusi wajib yang harus dipenuhi
oleh setiap individu atau entitas yang memiliki penghasilan, termasuk pelaku UMKM. Pajak bukan
hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan negara yang lebih luas.
UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian, diharapkan untuk turut berperan dalam
menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Penerapan pajak yang etis di kalangan
UMKM dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta
mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kesadaran moral tentang kewajiban pajak akan
memperkuat integritas pelaku UMKM dalam menjalankan bisnis mereka. Meskipun terkadang ada
tantangan seperti beban administrasi yang kompleks atau ketidakpahaman mengenai peraturan
perpajakan, penting bagi para pelaku UMKM untuk menyadari bahwa kontribusi mereka terhadap
pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Oleh karena
itu, hubungan moral pajak menjadi kunci dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan pajak yang
tinggi di sektor UMKM.

b. Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Keputusan Kewajiban Wajib Pajak
UMKM

Hubungan Pemahaman Perpajakan Terhadap Keputusan Kewajiban Wajib Pajak UMKM
mencerminkan pentingnya pemahaman yang baik tentang perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) dalam membuat keputusan terkait kewajiban pajak mereka. Sebagai sektor
yang mendominasi perekonomian banyak negara, UMKM dihadapkan pada tantangan yang beragam,
terutama dalam memahami regulasi perpajakan yang terus berkembang. Tanpa pemahaman yang tepat
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tentang kewajiban pajak, UMKM berisiko menghadapi masalah hukum, denda, atau bahkan
kegagalan dalam pengelolaan keuangan yang dapat berdampak pada kelangsungan usaha mereka.
Pemahaman perpajakan yang kuat memungkinkan pemilik UMKM untuk merencanakan dan
mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif, sehingga bisa meminimalkan risiko
kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Keputusan terkait kewajiban pajak, seperti
pemilihan tarif atau jenis pajak yang harus dibayar, sangat bergantung pada tingkat pemahaman
pemilik UMKM terhadap aturan yang ada. Oleh karena itu, edukasi perpajakan yang lebih baik dan
akses informasi yang lebih mudah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak di
kalangan UMKM, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi
nasional.

c. Hubungan Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kewajiban Wajib
Pajak UMKM

Hubungan Moral Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kewajiban Wajib Pajak
UMKM menggambarkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang perpajakan bagi para
pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam menjalankan kewajiban pajak mereka.
Moral pajak merujuk pada sikap individu atau badan usaha terhadap kewajiban perpajakan, yang
mencerminkan nilai-nilai etika dalam membayar pajak. Semakin baik pemahaman tentang sistem
perpajakan yang ada, semakin tinggi kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya kontribusi
mereka terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan
ketentuan. Bagi UMKM, memahami aturan pajak tidak hanya tentang menghindari sanksi atau denda,
tetapi juga tentang menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Moral pajak berperan besar
dalam membentuk budaya patuh pajak yang akan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi.
Pengusaha UMKM yang memahami manfaat membayar pajak tidak hanya mendapatkan keuntungan
jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada kestabilan perekonomian secara keseluruhan. Oleh
karena itu, peningkatan literasi perpajakan di kalangan UMKM sangat penting agar mereka dapat
memenuhi kewajiban pajak mereka dengan baik, serta menghindari ketidakpastian yang dapat
mengganggu perkembangan usaha mereka.

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: oleh peneliti (2025)

5. Hipotesis Penelitian
Hipotesis ialah kesimpulan sementara yang diperoleh dari penyusunan kerangka pikiran

berupa proposisi deduksi, merumuskan hipotesis berarti membentuk proposisi yang sesuai dengan
kemungkinan-kemungkinannya serta tingkat kebenarannya (Situmorang, 2017). Adapun hipotesis
dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Moral pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Batam?

b. Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kota Batam?

Moral Pajak (X1)

Pemahaman
Perpajakan (X2)

Kewajiban Wajib
Pajak UMKM (Y)
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c. Employee Engagement dan organizational commitment secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam?

C. METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis Dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal. Penelitian asosiatif kausal ialah
penelitian yang bertujuan untuk dapat mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2021).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif. Metode kuantitatif
dijelaskan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk
meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis
data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan
(Sugiyono, 2021).

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM di Kota Batam. Waktu penelitian dilakukan secara

bertahap dimulai dari bulan September 2024 – Desember 2024.

3. Populasi Dan Sampel
Menurut Sugiyono (2021), menjelaskan bahwa populasi ialah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh UMKM di Kota Batam yang jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti

Menurut Malhotra et al., (2017), menjelaskan bahwa sampel adalah sub kelompok elemen
populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam sebuah penelitian. Bila populasi besar dan peneliti
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan data, tenaga,
dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut, kesimpulan yang
dipelajari dari sampel tersebut akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik
pengambilan sampel dengan metode nonprobability sampling dengan teknik accidental sampling.
Accidental sampling ialah sebagai metode yang melibatkan pengambilan sampel dari individu yang
paling mudah dijangkau (Sekaran & Bougie, 2018). Untuk mengetahui jumlah sampel dengan total
populasi tidak diketahui maka peneliti menggunakan rumus zikmund, dengan perhitungan sebagai
berikut:

N = Jumlah.sampel
Z = Nilai yang distandarisasi
S = Standar deviasi
E = Standar error/taraf kesalahan

N= ��
�

2

Dengan demikian besarnya ukuran sampel yang diperlukan pada taraf kepercayaan 95% dan
standard error sebesar 1% adalah sebagai berikut:

N = ( (�,��)(�,��)
�,��

)2= 96,04

Adapun jumlah sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini dibulatkan dari 96
menjadi 100 responden. Dengan penyebaran kuisioner berfokus yaitu UMKM yang ada di Kota
Batam.

4. Teknik Pengumpulan Data
Kelengkapan data akan mempengaruhi kualitas yang dianalisis oleh karenanya data akan

berdampak pada ketepatan keputusan yang diambil, (Situmorang, 2017). Cara pengumpulan data
dilakukan dengan:
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1. Kuesioner, kuesioner adalah angket yang disusun secara terstruktur guna mendapatkan data
yang akurat berupa tanggapan langsung dari responden.

5. Teknik Analisis Data
Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Moral Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2) dan Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM (Y)

Item
Statement

Corrected Item Total
Correlation

Information

X1.1 0,524 Valid
X1.2 0,557 Valid
X1.3 0,531 Valid
X1.4 0,562 Valid
X1.5 0,583 Valid
X2.1 0,542 Valid
X2.2 0,574 Valid
X2.3 0,536 Valid
X2.4 0,549 Valid
X2.5 0,551 Valid
Y.1 0,534 Valid
Y.2 0,566 Valid
Y.3 0,528 Valid
Y.4 0,509 Valid
Y.5 0,527 Valid

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 1. di atas diketahui hasil uji statistic validitas pada variabel
moral pajak, pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM bahwa nilai corrected item
total correlation untuk seluruh item pernyataan memiliki nilai > 0,30, maka disimpulkan hasil data
penelitian pada setiap item pernyataan yang tersedia ialah valid/sah.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Moral Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2)
dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
N of Items

.877 5

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
N of Items

.892 5

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha
N of Items

.911 5
Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2024)
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Berdasarkan Tabel 2. di atas diketahui bahwa nilai cronbach’s alpha untuk seluruh variabel
penelitian adalah > 0,60 maka dapat dikatakan hasil uji reliabilitas keseluruhan variabel handal
(reliabel).

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2017) uji normalitas bertujuana pakah dalam model regresi variabel dependen dan
variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi
normal atau mendekati normal.

Uji Multikolienaritas
Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance.
Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen
lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance).
Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance >
0,01atau sama dengan nilai VIF < 10.

Uji Regresi Linear Berganda
Model data dipakai untuk mengetahui besarnya pengaruh moral pajak dan pemahaman perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam. Model persamaannya adalah sebagai berikut:
Y = α + ß1X1 + ß2X2 + e

Uji Parsial (Uji-t)
Uji parsial menunjukkan seberapa jauh variabel bebas (moral pajak dan pemahaman perpajakan)
berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (kepatuhan wjaib pajak UMKM).

Uji Simultan (Uji-F)
Uji simultan dijelaskan untuk mengetahui hubungan secara simultan antara variabel moral pajak dan
pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wjaib pajak UMKM di Kota Batam.

Uji Determinasi (R2)
Menurut Ghozali (2017) koefisien determinasi (R2) ialah alat untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah
antara nol atau satu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorove-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize
d Residual

N 100

Normal Parametersa,b Mean 0E-7
Std. Deviation 2.77438322

Most Extreme
Differences

Absolute .127
Positive .133
Negative -.141

Kolmogorov-Smirnov Z .435
Asymp. Sig. (2-tailed) .377
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)
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Berdasarkan Tabel 3. di atas diketahui bahwa hasil uji kolmogorove-smirnov memiliki nilai
signifikasi sebesar 0,377 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi
normal.

2. Hasil Uji Heteroskedasitistas
Tabel 4. Hasil Uji Gletsjer Heteroskedasitistas

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) ,427 1,759 ,077 ,775

Moral Pajak ,127 ,062 ,099 1,178 ,419
Pemahaman
Perpajakan

,177 ,089 ,147 1,269 ,607

a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 4. di atas hasil uji Glejser di atas, nilai signifikansi dari ketiga variabel
independen tersebut > dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. dari
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Hasil Uji Multikolienaritas
Tabel 5. Hasil Uji Multikolienaritas

Coefficientsa
Model Unstandardize

d Coefficients
Standardize

d
Coefficients

t Sig. Correlations Collinearity
Statistics

B Std.
Error

Beta Zero-
order

Partial Part Toleranc
e

VIF

1

(Constant) 1.553 2.779 .724 .469
Moral Pajak .431 .084 .327 3.270 .004 .477 .373 .413 .417 1.452
Pemahaman
Perpajakan .578 .131 .544 4.177 .002 .569 .682 .521 .417 1.452

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas untuk variabel moral pajak
(X1), pemahaman perpajakan (X2) memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka penelitian ini
dinyatakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficientsa
Model Unstandardize

d Coefficients
Standardize

d
Coefficients

t Sig. Correlations Collinearity
Statistics

B Std.
Error

Beta Zero-
order

Partial Part Toleranc
e

VIF

1

(Constant) 1.553 2.779 .724 .469
Moral Pajak .431 .084 .327 3.270 .004 .477 .373 .413 .417 1.452
Pemahaman
Perpajakan .578 .131 .544 4.177 .002 .569 .682 .521 .417 1.452

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
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Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

a. Konstanta α = 1,553
Dari konstanta α = 1,553 dapat diketahui bahwa moral pajak dan pemahaman perpajakan
tidak meningkat atau bernilai 0 (nol) maka kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 1.553
satuan.

b. β1 = 0,431
Jika ada kebijakan terhadap moral pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak
UMKM naik sebesar 0,431 satuan.

c. β2 = 0,578
Jika ada kebijakan terhadap pemahaman perpajakan naik satu satuan maka kepatuhan wajib
pajak UMKM naik sebesar 0,578 satuan.

5. Hasil Uji Parsial (Uji-t)
Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Coefficientsa
Model Unstandardize

d Coefficients
Standardize

d
Coefficients

t Sig. Correlations Collinearity
Statistics

B Std.
Error

Beta Zero-
order

Partial Part Toleranc
e

VIF

1

(Constant) 1.553 2.779 .724 .469
Moral Pajak .431 .084 .327 3.270 .004 .477 .373 .413 .417 1.452
Pemahaman
Perpajakan .578 .131 .544 4.177 .002 .569 .682 .521 .417 1.452

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

a. Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai t-hitung moral
pajak sebesar 3,270 > 1,66 (n-k =100-3= 97 pada 0,05/5%) dan signifikan 0,004 < 0,05,
sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, maka moral pajak secara parsial berpengaruh dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Hipotesis 1 diterima).

b. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan nilai t-
hitung pemahaman perpajakan sebesar 4,177 > 1,66 (n-k =100-3= 97 pada 0,05/5%) dan
signifikan 0,002 < 0,05, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, maka pemahaman perpajakan
secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (Hipotesis
2 diterima).

6. Hasil Uji Simultan (Uji-F)
Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVAa

Model Sum of
Squares

df Mean Square F Sig.

1
Regression 1322.321 2 746.758 76.235 .000b
Residual 773.671 97 7.842
Total 2735.160 99

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
b. Predictors: (Constant), Moral pajak, pemahaman perpajakan
Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 8. di atas diketahui nilai uji F menghasilkan F-hitung 76.235 > F-tabel
2,70 (n-k-1 pada k = 100-3-1= 96 pada 3) dan signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga Ha diterima dan Ho
ditolak, artinya moral pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hipotesis (H3) sebelumnya diterima.
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7. Hasil Uji Determinasi
Tabel 9. Hasil Uji Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,853a ,772 ,813 4,269
a. Predictors: (Constant), Moral pajak, pemahaman perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Hasil output data SPSS Versi. 25 (2025)

Berdasarkan Tabel 9. di atas diketahui nilai adjusted R square 0,813 dapat disebut koefisien
determinasi, hal ini berarti 0,813 (81,3%) kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diperoleh dan di
jelaskan oleh moral pajak dan pemahaman perpajakan sedangkan sisanya 18,7% (100% - 81,3% =
18,7%) dijelaskan oleh variabel diluar model yang tidak diteliti.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait dengan Pengaruh Moral Pajak Dan

Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam, dapat diambil
beberapa kesimpulan serta saran sebagai berikut:

a. Moral pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wjaib pajak UMKM di
Kota Batam.

b. Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wjaib pajak
UMKM di Kota Batam.

c. Moral pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam.

2. SARAN
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil uji statistic terkait variabel moral pajak maka dalam ini peneliti

menyarankan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada UMKM tentang
pentingnya membayar pajak, serta bagaimana kontribusi pajak tersebut dapat mendukung
perkembangan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur yang pada gilirannya dapat
menguntungkan pelaku UMKM itu sendiri. Selain itu, peneliti juga menekankan pentingnya
simplifikasi proses administrasi pajak untuk UMKM, dengan membuat prosedur yang lebih
mudah diakses dan dipahami oleh pelaku usaha kecil. Hal ini dapat mencakup
penyederhanaan formulir, pengurangan biaya-biaya administrasi, dan pemberian insentif atau
kemudahan bagi mereka yang telah menunjukkan kepatuhan pajak secara konsisten. Peneliti
berharap, dengan adanya upaya-upaya tersebut, tingkat moral pajak dapat meningkat, yang
pada gilirannya dapat memperbaiki pendapatan negara dan mendukung keberlanjutan usaha
UMKM di Batam. Pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pajak bagi UMKM
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memotivasi mereka untuk berpartisipasi aktif
dalam kewajiban perpajakan.

b. Berdasarkan hasil uji statistic terkait variabel pemahaman perpajakan maka dalam ini peneliti
menyarankan agar pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat upaya edukasi dan
sosialisasi mengenai pajak kepada pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan adanya
kesenjangan pengetahuan yang signifikan di kalangan UMKM terkait kewajiban perpajakan
dan manfaat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan agar ada program
pelatihan khusus yang dapat menjangkau pelaku UMKM di berbagai sektor usaha, baik
melalui seminar, workshop, atau pembelajaran digital yang mudah diakses. Selain itu, peneliti
juga menekankan pentingnya penguatan sistem pendampingan yang dapat memberikan
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informasi dan bantuan teknis mengenai kewajiban pajak, cara melaporkan pajak dengan benar,
serta manfaat yang bisa didapat dari pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat mengurangi
ketidakpahaman dan meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM, yang pada
gilirannya dapat mendukung kepatuhan pajak dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap
perekonomian daerah. Lebih lanjut, perlu ada upaya untuk menghilangkan kendala
administratif dan teknis yang sering dihadapi oleh UMKM, seperti proses pendaftaran NPWP
yang rumit atau sistem pelaporan pajak yang belum ramah pengguna. Dengan pemahaman
yang lebih baik tentang pajak, diharapkan UMKM di Kota Batam dapat berkembang secara
berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.

c. Berdasarkan hasil uji statistic terkait variabel kepatuhan wajib pajak UMKM maka dalam ini
peneliti menyarankan gar pihak terkait, terutama pemerintah daerah dan instansi pajak, lebih
memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak di kalangan
UMKM. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa faktor seperti pemahaman tentang kewajiban
perpajakan, kemudahan dalam proses pelaporan, serta akses terhadap informasi dan dukungan
teknis sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti
merekomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perpajakan,
khususnya bagi pelaku UMKM yang sering kali kurang memahami seluk-beluk kewajiban
pajaknya. Selain itu, penyederhanaan proses administrasi perpajakan, seperti pelaporan dan
pembayaran pajak yang lebih mudah, dapat membantu mengurangi hambatan bagi UMKM
untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas konsultasi
dan dukungan teknis yang lebih terjangkau bagi UMKM agar mereka dapat lebih mudah
memahami dan mengikuti aturan yang ada. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan
tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam dapat meningkat, yang pada gilirannya akan
mendukung penerimaan pajak yang lebih optimal dan meningkatkan kontribusi sektor
UMKM terhadap perekonomian daerah.
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